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<b>ABSTRAK</b><br>

K eberlakuan kartu kavling sebagai salah satu bukti bagi pihak yang menerima pembebasan lahan oleh
Pemerintah, menuntun penulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
3373.K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dalam putusan disebutkan bahwaPihak Penggugat telah
melakukan pembelian tanah pemukiman kembali milik penggarap Iahan proyek bandara udara Soekarno-
Hatta kartu kavling dengan dasar kartu kavling dan telah memiliki ijin lokasi pembangunan rumah
sederhana/rumah sangat sederhana untuk anggota Mabes Polri. Namun, pada sebagian lahan tersebut telah
diterbitkan ijin lokasi kepada Pihak Tergugat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan meliputi kekuatan
kartu kavling tanah dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan dan mekanismepenerbitan kartu kavling
padapengadaantanah.M etode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif
yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakandata sekunder.Hasil dari penelitian ini bahwa kartu
kavling tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah dan mekanisme penerbitan kartu
kavling pada pengadaan tanah oleh Panitia Pembebasan Lahan di antaranya dengan melakukan inventarisasi
dan identifikasi tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti
kerugian dan pel epasan tanah instansi, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengadaan tanah pada
perkaraa quo tidak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.Berdasarkan penelitian yang
dilakukan maka dapat diperoleh saran antaralain bagi pemilik tanah dengan dasar kartu kavling untuk
segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertipikat dan apabilajual beli tanah dengan dasar
kartu kavling disertakan dengan adanya akta pemindahan hak oleh Notaris.

<hr><b>ABSTRACT</b><br>

The implementation of the lottery card as one of the proofs for those who received land acquisition by the
Government, led the author to analyze the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.
3373.K / Pdt / 2017 dated December 22, 2017.Where the Plaintiff has had a Tangerang Regent Decree
concerning the Granting of a Location Permit for the construction of housing in Tangerang Regency, but it
turns out that on the land a State Administration Official Decree concerning the Granting of Location
Permits was also issued To the Defendant. The Problems include the strength of the land plots card in the
process of issuing Building Use Rights and the mechanism of land acquisition by replacing the location of
the land. The method used is a normative juridical method with a descriptive analytical qualitative approach
with a secondary data base. The results of this study are that the mechanism of land acquisition by the Land
Acquisition Committee does not comply with the applicable regulations and the application of the |ottery
card which is not recognized as one of the reasons for the proof of land ownership. So that the judges' legal


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492888&lokasi=lokal

considerations are in accordance with the provisions of current legislation.



